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L. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai salah satu
sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal
tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3)
dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a
Jasa penyelenggaraan pelatihan fungsional auditor dan
teknis substansi merupakan jasa pelatihan di bidang

pengawasan akuntabilitas keuangan negara, manajemen,
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sistem pengendalian intern pemerintah, dan akuntansi.

Huruf b

Jasa penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi nonjabatan
fungsional auditor merupakan jasa pelatihan dan sertifikasi
di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara,
manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, dan

akuntansi.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan jasa penyelenggaraan pelatihan
daring secara masif merupakan jasa penyelenggaraan
massive open online courses yang diselenggarakan dengan
metode pembelajaran daring dengan banyak peserta di
bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara,
manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, dan

akuntansi.

Hurufd

Jasa penyelenggaraan lokakarya/workshop/seminar, dan
seminar daring merupakan jasa  penyelenggaraan
lokakarya/workshop/seminar, dan seminar daring di
bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara,
manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, dan

akuntansi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan

batas tarif tertinggi.

Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas.
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